
 

 

 

 
 

 
 

WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 5 TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan merupakan salah satu objek Pajak yang 

digunakan untuk meningkatkan sumber 
Pendapatan Asli Daerah; 

b. bahwa dalam rangka meringankan beban wajib  

pajak karena kondisi perekonomian dan inflasi 
serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 
Pemerintah Kota Pasuruan, perlu memberikan 

pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Walikota dapat memberikan 
pembebasan atas pokok dan/atau sanksi pajak; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 

 
2. Undang-Undang ... 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 

tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 2 tahun 2019 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2); 

 
 

 
 
 

 
 

MEMUTUSKAN: ... 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERTIAN 

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Pasuruan. 

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan. 

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak 
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan 
Perkotaan,  yang  selanjutnya  disebut PBB-P2 
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan  yang 

dimiliki,  dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. 

6. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, 
atau NJOP pengganti. 

7. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang 
secara nyata mempuyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bangunan. 
 

 
 
 

 
8. Wajib ... 
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8. Wajib Pajak adalah orang  pribadi atau Badan yang 

secara nyata mempuyai suatu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat 

yang digunakan untuk memberitahukan besar 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang terutang  kepada Wajib Pajak. 

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 

Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini 

untuk memberikan pembebasan ketetapan PBB-P2 
kepada Wajib Pajak di Kota Pasuruan. 

(2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini 
untuk meringankan beban masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau 
membayar PBB-P2. 

 

 
BAB II 

PEMBERIAN PEMBEBASAN PBB-P2 
 

Pasal 3 
 

(1) Pemberian pembebasan PBB-P2 diberikan kepada 

wajib pajak dengan NJOP total sampai dengan 
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(2) Pemberian pembebasan PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis 

dari sistem. 

(3) Pemberian Pembebasan PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus 

persen) dari PBB-P2 yang seharusnya terutang. 

(4) Terhadap objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterbitkan SPPT PBB-P2 Nihil. 
 

 
 
 

 
Pasal 4 ... 
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Pasal 4 

 
(1) Pemberian pembebasan PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Wajib 
Pajak yang memiliki 1 (satu) objek pajak. 

(2) Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu)  

objek pajak dengan NJOP masing-masing objek 
pajak sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) atau nilai PBB-P2 sampai 
dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 

hanya 1 (satu) objek pajak yang mendapatkan 
pembebasan PBB-P2. 

 

Pasal 5 
 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dan Pasal 4, apabila objek PBB-P2 

berupa tanah tanpa bangunan. 
 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 
Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 24 Maret 2023 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd. 
 

SAIFULLAH YUSUF 
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Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 24 Maret 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 
 

Ttd. 

 
RUDIYANTO 

 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 5 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

Ttd 

 
C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19650411 199803 2 001 


